
i 

 

PENGARUH KONFIGURASI POLITIK  

TERHADAP PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA 

(STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN PEMILU ERA ORDE BARU DAN 

REFORMASI) 

 

 

 
 

 

SKRIPSI 

 

 

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  

DALAM ILMU HUKUM 

 

OLEH : 

 

BAGUS ANWAR HIDAYATULLOH 

09340059 

 

PEMBIMBING : 

1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum. 

2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum. 

 

 

 

ILMU HUKUM  

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  

YOGYAKARTA 

2013 



ii 

 

ABSTRAK 

 

Konfigurasi politik mengandung arti sebagai susunan kekuatan politik yang 

secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan, yaitu konfigurasi politik 

demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi 

untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan 

permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum 

adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan 

rakyat. Dari Pemilu tersebut terdapat juga gejolak polemik akibat konfigurasi politik. 

Karena lebih kuatnya konsentrasi energi  politik, maka menjadi beralasan adanya 

konstatasi bahwa kerap kali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh politik. 

Tentunya pada Era Orde Baru dan Reformasi terdapat beberapa ciri sifat produk 

hukum pemilu tersebut. Karena itu timbul suatu rumusan permasalahan: bagaimana 

pengaruh konfigurasi politik terhadap pelaksanaan Pemilu yang ada pada Era Orde 

Baru dan Reformasi? 

 Untuk menjawab permasalahan tersebut. Maka, penelitian ini menggunakan 

studi pustaka (library research) yaitu dengan mencari data-data berupa buku-buku, 

dokumen-dokumen, artikel-artikel dan juga bahan-bahan lainnnya yang berhubungan 

dengan Pemilu dan konfigurasi politik. Mulai dari segi historis, yuridis dan 

sosiologis. Analisis ini memasukkan dan mengkombinasikan dengan konfigurasi 

politik yang ada pada kedua masa yang terdapat pada salah satu produk hukum, di 

sini adalah produk hukum tentang pemilu.  

Dari hasil penelitian tersebut terjawab sebagai berikut: bahwa Era Orde Baru 

dapat dikategorikan memiliki sifat konfigurasi poltik yang otoriter dan memiliki 

karakter produk hukum pemilu yang ortodoks, dengan banyaknya aturan-aturan 

Pemilu yang dilaksanakan melalui sebuah proses yang tersentralisasi pada lembaga-

lembaga birokrasi. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengatur hampir seluruh 

proses pemilu tapi juga berkepentingan untuk merekayasa kemenangan bagi partai 

politik milik pemerintah yaitu Golongan Karya.  Sedangkan pada Era Reformasi 

dapat dikategorikan memiliki sifat konfigurasi politiknya menuju arah demokratis 

dan memiliki karakter produk hukum pemilu yang menuju arah responsif akan tetapi 

belum sepenuhnya. Bisa dikatakan menuju arah demokratis dan responsif terbukti 

dengan adanya regulasi yang mengatur jalannya pemilu, tidak lagi dari internal 

eksekutif langsung, akan tetapi terdapat KPU yang menjalankan, bawaslu yang 

mengawasi dan MK yang menyelesaikan jika terdapat kasus-kasus tentang 

pelanggaran Pemilu. Akan tetapi, setelah beberapa tahun berlangsung di Era 

Reformasi, demokrasi yang diharapakan masyarakat pun belum muncul-muncul. 

Karena partai-partai yang mendominasi politik, maka demokrasi yang bertujuan 

menetralkan dan menstabilkan kondisi politik pemilu. 
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Cobalah dulu,baru cerita.  

Pahamilah dulu,baru menjawab.  

Pikirlah dulu,baru berkata. 

Dengarlah dulu,baru beri penilaian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem 

kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. 

Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang 

lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan 

rakyat.
1
Mengenai sebuah pemilu tersebut terdapat juga gejolak polemik akibat 

konfigurasi politik. Karena lebih kuatnya konsentrasi energi  politik, maka 

menjadi beralasan adanya konstatasi bahwa kerap kali otonomi hukum di 

Indonesia ini diintervensi oleh politik.
2
 

Konfigurasi politik, menurut Moh. Mahfud MD mengandung arti sebagai 

susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua 

konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis 

dan konfigurasi politik otoriter. 

Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa hukum adalah instrumentasi dari 

putusan atau keinginan politik, sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan 

                                                           
1
  Siti Waridah, dkk, Sejarah Nasinonal dan Umum, (Yogyakarta:Bumi Aksara,2003), hlm. 7. 

2
  Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT Rajargrafindo Persada, 2009), 

hlm. 20. 
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kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan 

undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-

kepentingan. Badan pembuat undang-undang akan mencerminkan konfigurasi 

kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Konfigurasi kekuatan dan 

kepentingan dalam badan pembuat undang-undang menjadi penting karena 

pembuatan undang-undang modern bukan sekadar merumuskan materi hukum 

secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat putusan politik 

terlebih dahulu. Di samping konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan 

pembuat undang-undang, intervensi-intervensi dari luar tidak dapat diabaikan 

dalam pembentukan undang-undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh 

golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik 

maupun ekonomi.
3
 

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat 

berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang 

bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila. 

Pada Era Orde baru undang-undang hasil konsensus antara pemerintah yang 

menginginkan Pemilu di bawah sistem distrik serta menganut sistem 

pengangkatan dalam komposisi keanggotaan lembaga permusyawaratan/ 

perwakilan dengan pada pihak partai-partai lain menginginkan pemilu yang lebih 

                                                           
3
  Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti,  2005), hlm. 

9-10. 
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demokratis yang menurut mereka sistem itu adalah sistem perwakilan berimbang 

dan sedapat mungkin tidak perlu ada sistem pengangkatan.
4
 

Pada masa ini, terjadi penyelenggaraan pemilihan umum dalam 6 (enam) 

kali Pemilu yaitu : 

1. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1971 menggunakan UU 

Nomor 15 Tahun 1969. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem 

perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dan asas 

pemilu yang digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. 

2. Pemilu kedua dilaksanakan pada tahun 1977 menggunakan UU Nomor 4 

Tahun 1975. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan 

berimbang (proporsional) dengan stel-sel daftar dan asas pemilu yang 

digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. 

3. Pemilu ketiga dilaksanakan pada tahun 1982 menggunakan UU No. 2 

Tahun 1980. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan 

berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dan asas pemilu yang 

digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. 

4. Pemilu keempat dilaksanakan pada tahun 1987 menggunakan UU 

Nomor 1 Tahun 1985. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem 

perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dan asas 

pemilu yang digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. 

                                                           
4
 Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Rajawali Pres, Jakarta, 2009), hlm. 314-315. 
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5. Pemilu kelima dilaksanakan pada tahun 1992 menggunakan UU Nomor 

1 Tahun 1985. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan 

berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dan asas pemilu yang 

digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. 

6. Pemilu keenam dilaksanakan pada tahun 1997  menggunakan UU 

Nomor 5 Tahun 1996. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem 

perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dan asas 

pemilu yang digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, dan 

rahasia.
5
  

Pada saat Era Reformasi, pada Pemilu kali ini sangat berbeda dengan 

Pemilu pada masa Orde Baru terutama jumlah peserta Pemilu, DPR berhasil 

menetapkan 3 (tiga) undang–undang politik baru. Undang–undang yang 

diratifikasi pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani Habibie itu adalah 

undang–undang partai politik, pemilihan umum dan susunan serta kedudukan 

MPR, DPR dan DPRD.
 6

 Pada masa ini terjadi penyelenggaraan pemilihan umum 

dalam 3 kali pemilu yaitu : 

1. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1999 menggunakan UU 

No. 3 Tahun 1999. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem 

                                                           
 

6
 Komisi Pemilihan Umum, Bab II pemilu di Indonesia http://www.kpu.go.id/. Diakses 27 

Oktober  2011 

 

http://www.kpu.go.id/
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perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dan asas 

pemilu yang digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, dan 

rahasia. 

2. Pemilu dilaksanakan pada tahun 2004 menggunakan Undang 

Undang Nomor 23 tahun 2003. Sistem Pemilu yang digunakan 

adalah sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem 

daftar calon terbuka dan asas yang digunakan adalah asas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

3. Pemilu ketiga dilaksanakan pada tahun 2009 menggunakan UU No. 

22 Tahun 2007. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem 

perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon 

terbuka dan asas yang digunakan adalah asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil.  

Mengenai semua hal yang telah dijelaskan di atas, terdapat pengaruh 

konfigurasi politik yang terjadi ketika akan terselenggaranya pemilu. Intervensi 

dari dari luar sangat terasa sekali terutama dari golongan yang memiliki 

kekuasaan. Atas semua perubahan Undang-Undang Pemilu baik pada masa Orde 

Baru maupun masa Pasca Reformasi. Maka di sini penyusun ingin membahas 

sebab apakah yang pempengaruhi hal tersebut dari faktor pelaksanaannya dengan 

mengambil judul : 
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“Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Pelaksanaan Pemilu di Indonesia  

(Studi Komparasi Pelaksanaan Pemilu Era Orde Baru dan Reformasi)” 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka diajukan pokok masalah 

sebagai berikut: 

Bagaimana pengaruh konfigurasi politik terhadap pelaksanaan pemilu Era Orde 

Baru dan Reformasi? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum skripsi ini adalah merupakan suatu persyaratan 

penyelesaian studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu penyusun 

mempunyai suatu kewajiban secara formal terikat pada aturan-aturan perguruan 

tinggi tersebut. Namun secara khusus penelitian ini bertujuan menjelaskan 

pengaruh konfigurasi politik terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia para Era 

Orde Baru dan juga Reformasi sekaligus mengkomparasikan Era Orde Baru  

dan Reformasi mengenai gejolak politik yang ada ketika akan terselenggaranya 

pemilu.  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
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a. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bahan referensi terhadap 

siapa saja yang ingin mempelajari  pengaruh konfigurasi politik terhadap 

pemilu di Era Orde Baru dan Reformasi  

b. Secara Praktis 

Sebagai motivator akan terbentuknya konfigurasi politik yang bersifat 

demokratis. Bisa mengetahui sejauh mana karakter produk hukum mengenai 

pemilu dan juga bisa memilih dan memilah karakter konfigurasi politik 

seperti apa yang ideal diterapkan di Indonesia dalam pelaksanaan pemilu. 

 

D. Telaah Pustaka  

Studi yang membahas mengenai politik hukum sangatlah banyak sekali 

yang kaitannya dengan Pemilu di indonesia. Disertasi yang telah dibukukan 

berjudul “Perkembangan Politik, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik 

terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia”.
7
 Pada buku tersebut membahas 

tentang seluk-beluk tentang politik hukum yang ada di Indonesia sejak zaman 

Orde Lama sampai dengan pasca Reformasi. Di sana juga menjelaskan tentang 

berbagai macam produk hukum yang tertuju pada karakternya. Salah satunya 

hukum pemilu. Sedangkan konfigurasi Politik dibahas dengan meletakkan pada 

sub judul yang berbeda. Kemudian dalam buku itu yang lebih dibahas atau diteliti 

                                                           
7
 Moh Mahfud MD, “Perkembangan Politik, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik 

terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia”, Disertasi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 

1993. 
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adalah tentang konfigurasi politik dan produk hukum dan setiap era pemerintahan. 

Sedangkan penyusun menyusun dari aspek pengaruh konfigurasi politik terhadap 

pelaksanaan pemilu dalam dua era yang dikhususkan pada Era Orde Baru dan 

Reformasi. 

Tesis Bahtaruddin H yang berjudul “Dinamika Perolehan Suara Golkar 

dalam Pemilu (Suatu Studi Perbandingan Pemilu 1992 dengan Pemilu 1997)”,
8
 di 

sana menjelaskan mengenai perolehan suara partai tertentu dan juga perbandingan 

pada pemilu tahun 1992 dan 1997. Akan tetapi dalam penelitian yang saya tulis 

berpijak mengenai perbandingan antara Orde Baru dengan Reformasi. Karena itu 

cakupannya lebih luas lagi. 

Tesis yang berjudul “Dinamika Politik dalam Pemilihan Umum Era Orde 

Baru: 1971-1992”.
9
 Mengenai tesis tersebut, dijelaskan pada dinamika politik 

pemilihan umum pada tahun 1971-1999 yaitu fase per-pemilu di Era Orde Baru. 

Sehingga tidak membandingkan antara dua masa yaitu Era Orde Baru dan 

Reformasi. 

Tesis yang berjudul “Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia 

Pada Era Reformasi”.
10

Pada tesis tersebut dijelaskan mengenai sistem pemilihan 

umum yang ada di masa Reformasi tentang bagaimana kondisi politik hukum yang 

                                                           
8
 Bahtaruddin H, “Dinamika Perolehan Suara Golkar dalam Pemilu (Suatu studi perbandingan 

Pemilu 1992 dengan Pemilu 1997)”, Tesis, Yogyakarta: Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 1998. 

9
 Swantoro Fransiscus Salesius, “Dinamika Politik dalam Pemilihan Umum Era Orde Baru: 

1971-1992”, Tesis, Yogyakarta: Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 1996. 

 
10

 M Aziz Hakim, “Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pada Era Reformasi”, 

tesis, Jakarta: Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2012. 
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ada di era tersebut. Sedangkan pada penelitian yang saya buat tidak berfokus pada 

Era Reformasi saja, melainkan dua era, yaitu Era Orde Baru dan Reformasi. 

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah 

Nasional Indonesia”.
11

 Di sana juga menjelaskan pelaksanaan Pemilihan Umum 

dalam aspek historisnya atau sejarahnya. Di sana juga disebutkan pelaksanaan 

pada setiap masa pemerintahan dari awal kemerdekaan sampai dengan pasca 

reformasi. Terfokus pada makna sejarahnya. Sedangkan pada penelitian yang saya 

teliti terkait dari segi Yuridis, historis, politis, dan juga sosiologis. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa ada tiga unsur dari 

pemerintah yang berkonstitusi, yaitu pertama pemerintahan dilaksanakan untuk 

kepentingan umum, kedua pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang 

berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara 

sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga 

pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak 

rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan seperti dilaksanakan pemerintahan 

despotis. Pemikiran Aristoteles ini jelas sekali merupakan cita negara hukum yang 

                                                           
11

 Fiska Friyanti,”Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia”, Skripsi, 

Semarang: Jurusan Pendidikan Sejarah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri, 2005. 
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dikenal sekarang, karena ketiga unsur yang dikemukakan oleh Aristoteles tersebut 

dapat ditemukan di semua negara hukum.
12

 

Di dalam teori demokrasi ketika menjalankan pemerintahan secara 

demokratik terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Moh Mahfud MD 

mengemukakan prinsip-prinsip bahwa rakyat harus berpartisipasi dalam 

pembuatan keputusan, jika rakyat tidak berpartisipasi maka pemerintah tidak boleh 

membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan rakyat, rakyat 

mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum (equality before the law), 

pendapatan negara harus didistribusikan secara adil bagi seluruh warga negara, 

semua rakyat harus diberi kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, 

harus ada kebebasan untuk mengemukakan pendapat pendapat termasuk 

kebebasan pers dan kebebasan untuk berkumpul dan beragama, rakyat harus 

mendapatkan informasi seluas-luasnya, mengindahkan fatsoen atau tata krama 

politik,  harus ada kebebasan individu, semangat kerja sama dan ada hak untuk 

protes.
13

 

Mengenai partai politik terdapat teori yang dikemukakan oleh Sigmund 

Neumann bahwa partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari 

pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang 

memusatkan perhatiannya pada kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk 

                                                           
12

 Firdaus, “Politik Hukum di Indonesia (Kajian dari Sudut Pandang Negara Hukum”, jurnal 

hukum Vol. 12 No. 10. September 2005, hlm. 48. 

13
 Mahmuzar, Sistem Pemerintahan di Indonesia (Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah 

Amandemen), (Bandung:  Nusa Media, 2010), hlm.25. 
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memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai 

pandangan yang berbeda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara 

yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan 

lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan mengkaitkannya dengan aksi 

politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.
14

 

Sistem pemilu di Indonesia mengenal beberapa teori yang telah dipakai di 

antaranya yang pertama sistem perwakilan berimbang (proporsional 

representation) dalam sistem ini terdapat beberapa sistem lagi yaitu sistem 

perwakilan berimbang dengan daftar tertutup (closed list system), sistem 

perwakilan berimbang dengan sistem daftar terbuka (open list system), sistem 

perwakilan berimbang variasi the single transferable vote, sistem perwakilan 

berimbang variasi the single nontransferable vote.
15

 Yang kedua Sistem Distrik 

(Plurality System).
16

  

Hukum dan politik merupakan bagian dari kehidupan sosial, keberadaan 

keduanya sangatlah erat seolah seperti dua sisi mata uang yang takkan mungkin 

terpisahkan. Karena itu Curzon menyatakan bahwa:
17

 

                                                           
14

 Miriam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia, (Jakarta: PT gramedia Pustaka utama, 1996), 

hlm. 200. 

15
 Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  

2004), hlm. 261. 

16
 Ibid, hlm. 267. 

17
 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: PT 

Gunung Agung, cetakan ke-2, 2002), hlm. 98. 



12 
 

“the close connections between law and politics, between legal principles and 

the institutions of the law, between political ideologies and government institutions 

are obvious…..” 

Curzon dalam pandangan tersebut menyatakan bahwa hukum dan politik 

mempunyai kedekatan yang sangat prinsip dan nyata serta hukum tidak dapat 

dipisahkan dari pengaruh politik. 

Hukum yang responsif harus masuk pada kriteria keadilan. Keadilan dalam 

hukum formal dan hukum materiil tersebut sebenarnya merupakan suatu keadaan 

kseimbangan dan keselarangan yang membawa ketentraman di dalam hati 

orang.
18

artinya sebuah tatanan yang tidak berakar pada keadilan sama artinya 

dengan bersandar pada landasan yang tidak aman dan berbahaya.
19

 

Hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung 

mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap 

pembangunan hukum.
20

Menurut Mahfud MD, politik hukum juga mencakup pengertian 

tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi 

kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.
21 

Politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara 

nasional oleh pemerintah Indonesia yang salah satunya meliputi pembangunan 

                                                           
18

 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum, (Jakarta : PT Raja 

Gravindo Persada, 2012), hlm. 238. 

19
 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum: Sejarah Aliran dan Pemaknaan, (Yogyakarta: Gajah 

Mada University press, 2006), hlm 57. 

20
 Suhartono, “Konfigurasi Politik dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Suatu Kajian 

tentang Positivisasi Fikih Muamalah dalam Perspektif Politik Hukum) ”, makalah, Jawa Timur: 

Pengadilan Agama Lamongan , 2001. 

21
  Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia…, hlm. 4. 
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hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi 

hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. 

Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi 

lembaga dan pembinaan para penegak hukum.
22

 Hubungan kausalitas antara antara 

politik dan hukum sebagai sub sistem kemasyarakatan disebut-sebut hukum 

sebagai produk politik.  

Dari pendekatan empirik hal itu merupakan suatu aksioma yang tak dapat 

ditawar lagi. Tapi ada juga para yuris yang lebih percaya dengan semacam mitos 

bahwa politiklah yang harus tunduk pada aturan hukum. Mengenai hal ini, sebagai 

das sollen, tak dapat disalahkan begitu saja. Bahwa hukum adalah produk politik 

sehingga keadaan politik tertentu akan melahirkan hukum dengan karakter tertentu 

pula. Kritik umum yang terlontar atas praktik hukum di Indonesia, terutama oleh 

kaum deterministik, meletakkan hukum sebagai alat kekuasaan. Fakta ini tentunya 

bisa dipahami, jika mengungkapkan sejumlah pelanggaraan dalam 

penyelenggaraan tata pemerintahan dan aktivitas sosial dengan mengatasnamakan 

hukum. Perangkat hukum saat ini, sepanjang Orde Baru memang tercabik-cabik 

oleh kepentingan politik, yang pada akhirnya melahirkan ketidak percayaan atas 

hukum. Inilah tragedi panjang, yang hingga hari ini masih melanda kehidupan 

hukum di Indonesia. 

                                                           
22

 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional, dalam Moh Mahfud MD, Politik 

Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, cetakan ke-3, 2006), hlm. 9. 
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Asumsi dasar dari pemikiran di atas adalah bahwa hukum merupakan 

produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau 

diwarnai oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. 

Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan 

politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik 

yang saling berinteraksi di kalangan para politisi. Meskipun dari sudut das sollen 

ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dari 

sudut das sein bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh 

konfigurasi politik yang melahirkannya.  

Dan yang lebih memprihatinkan, hukum telah dijadikan alat dari negara 

untuk membenarkan setiap tindakan dari penguasa. Dengan demikian, dapat 

dipahami bahwa hukum diproduk dalam rangka memfasilitasi dan mendukung 

politik. Akibatnya, segala peraturan dan produk hukum yang dinilai tidak dapat 

mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi harus diubah atau 

dihapuskan. Di kalangan ahli hukum, minimal ada dua pendapat mengenai 

hubungan kausalitas antara politik dan hukum.
23

 

Pertama kaum idealis yang lebih berdiri pada sudut das sollen yang 

mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa 

perkembangan masyarakat, termasuk kehidupan politiknya. 

                                                           
23

 Ibid, hlm. 10. 
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Tokohnya antara lain Roscoe Pound dengan law as a tool of social 

engineering. Adalah wajar jika ada keinginan untuk meletakkan hukum sebagai 

penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk 

menjamin dan melindungi kepentingan masyarakatnya akan menjadi lebih relevan. 

Tetapi dari kaum realis seperti Von Savigny dengan "hukum selalu berkembang 

sesuai dengan perkembangan masyarakatnya". Ini berarti bahwa hukum, mau tidak 

mau, menjadi independent variable atas keadaan diluarnya, terutama keadaan 

politiknya.
24

 

JJ. Rousseau tentang demokrasi singkatnya ajaran/teori Kedaulatan Rakyat 

atau demokrasi ini mengatakan bahwa kehendak tertinggi pada suatu negara 

berada di tangan rakyat, dan karenanya rakyat yang menentukan segala sesuatu 

berkenaan dengan negara serta kelembagaannya atau dapat juga dikatakan sebagai 

ajaran tentang Pemerintahan Negara berada ditangan Rakyat.  

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan mencari data suatu 

masalah, diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian 

yang sesuai dengan yang akan diteliti. Suatu metode merumuskan cara kerja atau 

tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan 

yang bersangkutan. Jadi suatu metode dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan 

                                                           
24

 Tomi Aryono, “Determinasi Politik dalam Hukum Perburuhan (Studi tentang Dinamika 

Perkembangan Hukum  Perburuhan di Indonesia)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm. 23-24. 
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keserasian dengan objeknya serta metode yang digunakan sejalan dengan tujuan, 

sasaran, variabel, dan masalah yang hendak diteliti. Sedangkan metode penelitian 

menguraikan secara teknik apa yang digunakan dalam penelitiannya”.
25

 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat di 

uraikan sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka 

(library research) dengan menyusun berdasarkan pendekatan segi yuridis, 

politis historis dan sosiologis. Yaitu dengan mencari data berupa buku-buku, 

dokumen-dokumen, artikel-artikel dan juga bahan-bahan lainnnya yang 

berhubungan dengan pemilu dan konfigurasi politik. Dalam metode ini mampu 

membantu di dalam memperkuat teori-teori yang lama atau dalam rangka 

menyusun teori baru.
26

 

2. Data Penelitian 

Penelitian ini digunakan beberapa data yang terbagi atas tiga bagian 

meliputi data primer, data sekunder, data tersier, yaitu : 

a. Data primer, yaitu bahan-bahan yang sifatnya mengikat dalam bentuk 

hukum yang meliputi: 

                                                           
25

 Noeng Maharjid, Metodologi Penelitian Kwantitas, (Yogyakarta: Rake Sodasih. 1990), 

hlm. 3. 

26
 Ibid, hlm. 4. 
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 1) UUD 1945 

 2) UU Pemilu 

 3) UU Partai Politik 

 4) Berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu 

b. Data sekunder, yaitu materi-materi politik dan hukum yang menjelaskan 

data primer baik dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel 

dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Data tersier, yaitu materi-materi yang memberi petunjuk akan penjelasan 

data primer dan sekunder, diantaranya: 

 1) Kamus hukum 

 2) Ensiklopedi hukum 

3) Kamus ilmiah 

 3) Kamus besar bahasa Indonesia 

 

3. Teknik Analisa Data 

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam 

penelitian ini analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis 

kualitatif tidak berupa angka-angka, penjumlahan, rumus-rumus dan 

perhitungan-perhitungan lainnya. Dalam tahapan ini penyusun mengambil data 

yang ada dengan menganalisis tentang sejauh mana pengaruh konfigurasi 

politik terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia pada masa Orde Baru dan 

Reformasi. Analisis ini memasukkan dan mengkombinasikan dengan 
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konfigurasi politik yang ada mada masa itu terhadap salah satu produk hukum, 

di sini adalah produk hukum tentang pemilu. Dengan ukuran pengaruh sebagai 

berikut:  

a. Konfigurasi Politik 

Konfigurasi Politik Demokratis 

1. Parpol dan Parlemen kuat, menentukan haluan atau kebijakan negara. 

2. Lembaga Eksekutif (Pemerintah) Netral 

3. Pers bebas, tanpa sensor dan pemberedelan 

Konfigurasi Politik Otoriter 

1. Parpol dan Parlemen lemah, dibawah kendali eksekutif. 

2. Lembaga eksekutif (Pemerintah) Intervensionis 

3. Pers terpasung, diancam sensor dan pemberedelan 

b. Karakter Produk Hukum Pemilu 

Karakter Produk Hukum Responsif  

1. Pembuatannya Partisipatif 

2. Muatannya Aspiratif  

3. Rinciannya Limitatif  

Karakter Produk hukum Ortodoks  

1. Pembuatannya Sentralistik  

2. Muatannya Positivist instrumentralistik  

3. Rincian isinya open interpretative 
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan 

penelitian, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai 

berikut:  

Pada bab pertama, berisi Pendahuluan pada bab ini mencakup latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian, sistematika pembahasan.  

Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada sistem pemilu di Indonesia. 

Dalam kaitannya  dengan karakteristik politik, pengaturan pemilu, sistem dan asas 

pemilihan umum di Indonesia pada Era Orde Baru dan Reformasi.  

Pada bab ketiga, pembahasan akan ditujukan pada pelaksanaan pemilu pada 

Era Orde Baru dan Orde Reformasi. Dalam kaitannya pada regulasi serta 

karakteristik Pemilu. Akan dijelaskan tentang pemilihan umum pada era orde baru 

dan masa reformasi yang dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 

1997, 1999, 2004 dan 2009 karena pada tiap tahunnya pelaksanaan pemilu 

mengalami pasang surut yang berbeda-beda. 

Pada bab keempat, berisikan analisis tentang komparasi terhadap 

pelaksanaan pemilu Era Orde Baru dan Orde Reformasi. Mengenai sifat 

konfigurasi politik pada kedua era tersebut dan mengklasifikasikan pada setiap 

pemilu tentang karakter produk hukum pemilu tersebut ke dalam sifat politiknya. 
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Pada bab kelima, berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab sebelumnya mengenai pengaruh konfigurasi politik terhadap 

pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang telah dikhususkan pada Era Orde Baru dan 

Reformasi.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari pelaksanaan pemilihan umum sejak Era Orde Lama, Orde Baru 

sampai pada Orde Reformasi sekarang ini penyusun dapat mengambil kesimpulan 

bahwa : 

1. Pemilihan Umum Pada Era Orde Baru  

Pemilihan umum pada Era Orde Baru dilaksanakan 6 kali penyelenggaraan 

Pemilu yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 dengan 

menggunakan sistem proporsional. Dari pelaksanaan pemilu tersebut Orde 

Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum berkala setiap 5 tahun 

sekali kecuali tahun 1977. Tetapi pemilu Orde Baru bukanlah alat yang 

memadai untuk mengukur suara rakyat, hal itu karena pemilu-pemilu masa 

Orde Baru dilaksanakan melalui sebuah proses yang tersentralisasi pada 

lembaga-lembaga birokrasi. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengatur 

hampir seluruh proses pemilu tapi juga berkepentingan untuk merekayasa 

kemenangan bagi partai politik milik pemerintah yaitu Golongan Karya. 

Dalam setiap pemilihan umum kompetisi ditekan seminimal mungkin dan 

keberagaman pandangan tidak diperbolehkan. Kemenangan Golkar dalam 6 

(enam) kali pemilihan umum yang diselenggarakan pemerintah Orde Baru 

pada hakekatnya merupakan bukti adanya ketidak demokratisan pelaksanaan 
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Pemilihan Umum. Jadi dapat disimpulkan pada masa Orde Baru pelaksanaan 

Pemilu di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara demokratis. 

Jika dilihat dari hak untuk memilih, masa Orde Baru mempunyai  

pengecualian anggota ABRI yang aktif sebagai pemilih karena adanya 

dwifungsi ABRI sedangkan pada masa reformasi semua warga negara yang 

memenuhi syarat berhak memilih tanpa terkecuali termasuk polisi dan militer 

aktif karena pada masa reformasi sistem dwi fungsi ABRI telah dihapus. 

Kemudian regulasi yang ada pada Pemilu Era Orde Baru terlihat 

diambil sepenuhnya oleh Eksekutif, meski dalam aturan materiilnya semua 

terbagi berdasarkan pembagian antara Eksekutif dengan Legislatif. 

2. Pemilihan Umum Era Reformasi 

Sejak Reformasi dikumandangkan di Indonesia sudah tiga kali 

dilaksanakan pemilihan umum yaitu tahun 1999  2004 dan 2009. Pada Era 

Reformasi ini konsep politik jauh berbeda dengan Era Orde Baru karena 

Reformasi lebih menekankan pada kehidupan yang lebih memberi kebebasan 

yang seluas-luasnya pada setiap masyarakat.  

Sehingga dalam waktu yang singkat muncul partai politik yang 

jumlahnya sangat banyak dengan beragam tujuan dan asas partai, basis massa 

yang mencerminkan komplektifitas kehidupan bangsa Indonesia yang 

sebenarnya terdiri dari beragam perbedaan. Pemilihan umum Era Reformasi 

merupakan Pemilu lebih menuju demokratis jika dibandingkan dengan 

pelaksanaan Pemilu masa-masa sebelumya meski dalam. Kegagalan-kegagalan 
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masa pemerintah Soeharto menjadi pelajaran yang berharga untuk pelaksanaan 

pemilihan umum masa Reformasi. Pemilihan umum 1999 yang merupakan 

karya besar untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat bukan 

merupakan sekelompok elit politik dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersifat 

netral. 

Pemilu pada Era Reformasi jika dibandingkan dengan Orde Baru lebih 

menuju arah Demokratis dan Responsif meski belum seperti harapan rakyat 

Indonesia pasca penurunan Soeharto. Dibuktikan dalam regulasi yang lebih 

terbuka dan dengan sistem yang transparan, seperti pada Pemilu 1999 

menggunakan 

1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.  

2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 

3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan 

MPR, DPR dan DPRD.  

Kemudian pada Pemilu 2004 disempurnakan lagi dengan regulasi 

yang lebih demokratis dan responsif dengan dibuatnya : 

1) Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.  

2. Undang-undang No. 12 Thn 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 

DPD dan DPRD.  

3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden 

Dan Wakil Presiden.  
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Kemudian pada Pemilu 2009 Pemilu semakin menuju arah demokratis 

secara materiil dengan dikeluarkannya  

1)  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum;  

2)    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;  

3)   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR,  

DPD, dan DPRD;  

4)  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan   

Wakil Presiden.  

Akan tetapi, setelah beberapa tahun berlangsung di Era Reformasi. 

Demokrasi yang diharapakan masyarakat pun belum muncul-muncul. Yaitu 

demokrasi yang bertujuan menetralkan dan menstabilkan kondisi politik yang 

ada terutama pada ranah pemilu. Banyaknya kader partai yang tersandung 

korupsi menjadikan masyarakat kurang percaya kembali dengan kewibawaan 

partai. Pada masa Reformasi yang telah berlangsung sekitar 12 tahun. Tingkat 

kepercayaan masyarakat kepada partai semakin menurun akibat melihat di 

media masa berita-berita yang mengakibatkan menurunnya citra parpol, akibat 

banyaknya kader yang kurang berkompeten dan kurang amanah. Lambat laun 

masyarakat lebih melihat sosok figur pemimpin dari pada partai itu sendiri.  

Perbandingan Pelaksanaan Pemilihan Umum pada Era Orde Baru 

dengan Pemilihan Umum pada Era Reformasi. Pelaksanaan pemilihan umum 
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pada Era Orde Baru dan pemilihan umum pada Era Reformasi sangat berbeda 

dilihat dari berbagai segi. Jika dilihat dari segi sistem pemilihan umum, 

Pemilu Orde Baru menggunakan sistem proporsional sedangkan Pemilu 2009 

menggunakan sistem kombinasi atau campuran antara sistem proporsional dan 

sistem distrik.  

Secara garis besar bahwa Pemilu dari kedua masa dapat diambil 

kesimpulan: 

Era Orde baru, dapat dikategorikan memiliki sifat : 

1. Konfigurasi Politik yang Otoriter  

2. Karakter Produk Hukum Pemilu yang Ortodoks 

Era Reformasi, dapat dikategorikan memiliki sifat : 

1. Konfigurasi Politiknya menuju arah Demokratis 

2. Karakter Produk Hukum Pemilu menuju arah Responsif 

  

B. SARAN 

Dari beberapa uraian yang ada pada Pemilu Era Orde Baru dan Reformasi 

penyusun memiliki beberapa saran kepada seluruh aspek pemerintah dan juga sipil 

untuk keberlangsungan Pemilu di Indonesia secara Demokratis yang sesuai dengan 

apa yang dicita-citakan rakyat Indonesia antara lain : 
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1. Pemilihan umum yang akan datang harus mempunyai regulasi yang lebih 

demokratis dari pemilu-pemilu sebelum-sebelumnya.  

2. Pemilihan umum yang akan datang supaya tidak hanya melihat Partainya, tetapi 

figur calon yang diusung harus diperhatikan. Supaya sifat Otoriter dan otordoks 

tidak lagi muncul kedalam tatanan Politik dan Hukum di Indonesia. 

3. Pemilihan umum yang akan datang harus tetap berdasarkan pada ideologi 

negara Indonesia yaitu Pancasila.  
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